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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan 

penggunaan senjata tajam, Polsek Sanggar Bima melakukan beberapa 

kegiatan penting dalam penegakan hukum yaitu menerima pengaduan dari 

masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pelimpahan berkas untuk dilanjutkan penuntutan di pengadilan.  

2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Polsek Sanggar Bima 

yaitu kendala terhadap pelaku yang kabur dan pelaku dibawah umur, serta 

perkara penganiayaan di Kecamatan Sanggar ataupun perkara-perkara 

pidana lainnya para pihak Polsek Sanggar selalu mengupayakan untuk 

P21. 

B. Saran 

1. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam ataupun perkara pidana 

lainnya, peneliti berharap kinerja para kepolisian di Polsek Sanggar selalu 

meningkat dari waktu ke waktu, apalagi tindak pidana kejahatan yang 

berhubungan dengan keselamatan badan dan nyawa supaya tidak ada lagi 

pihak-pihak yang di rugikan serta terciptanya keamanan, kesejahteraan dan 

ketertiban bagi masyarakat Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. 
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2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh kepolisian   

sanggar diharapkan lebih cepat dan tangkas dalam menanggulangi  

kendala terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan 

menggunakan senjata tajam yang kabur dan kendala terhadap pelaku 

dibawah umur diharap lebih bijak dalam menangani hal tersebut.
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